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PALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR - 421.1/ 164 (2017

KEPUTUSAN KE

TENTANG

1ZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK [SLAM TERPADU MUTIARA HATI
DESA MANDISARI KECAMATAN PARAKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

Surat Kepala Sekolah TKIT Mutiara Hall Kecamatan Parakan Nomor :
421.2/001 tanggal 24 Februari 2017,
b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421,17 A3s 2017
tanpgal 13 Maret 2017,
Menimbang - a  bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini,
Lembaga Orpanisasi Taman Kanak-kanak [slam Terpadu Mutiara Hali
Kecamatan Parakan yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan izin penvelenggaraan vang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung:
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
Islam Terpadu Mutiara Hari Kecamatan Parakan;
Mengingat 1 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 {entang Sistem Pendidikan Nasional:

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undanpg-Undang

Nomor 12 tahun 2008 {entang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;

r Peratumn Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

8. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Pen}relenggamgn Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan; '
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